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BUPATI SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR ........... TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 153 TAHUN 2021 
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUMEDANG,

	Menimbang
	:
	a.







b.




c.




	bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Perangkat Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
bahwa Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diubah untuk keduakalinya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;



Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi DjawaBarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor   4   Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah    Kabupaten	dalam Lingkungan Provinsi DjawaBarat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahanatas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahanatas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 153);







MEMUTUSKAN

	Menetapkan
	:
	PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 153 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN,  SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.



		
Pasal1
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 153) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, diubah sebagai berikut :


1. Ketentuan Pasal 23 diubah dan disisipkan 1 Pasal yaitu Pasal 23 A diantara Pasal 23 dan Pasal 24, sehingga berbunyi sebagai berikut :


Pasal23
Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, adalah sebagai berikut:
a. Kepala Satuan;
b. Sekretariat, membawahkan:
1. Subbagian Program;
2. Subbagian Umum;
3. Subbagian Keuangan; dan
4. Kelompok Jabatan Fungsional;
c. Bidang	Penegakan	Perundang-undangan	Daerah, membawahkan:
1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional;
d. Bidang	Ketertiban	Umum	dan	Ketenteraman Masyarakat, membawahkan:
1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
2. Seksi Kerjasama;dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional;
e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan:
1. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi;
2. Seksi Bina Potensi Sumber Daya Manusia; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.


				Pasal 23A

Susunan	organisasi	Dinas	Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah sebagai berikut:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahkan:
1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional;




c. Bidang Pencegahan, membawahkan:
1. Seksi Pencegahan dan Inspeksi;
2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha;
3. Kelompok Jabatan Fungsional;
d. Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana, membawahkan:
1. Seksi Pemadaman Kebakaran, Penyelamatan dan Evakuasi;
2. Seksi Sarana Prasarana, Informasi dan Pengolah Data; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.



2. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal38
Susunan     organisasi	Badan	Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, adalah sebagai berikut:
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, membawahkan:
1. Subbagian Umum;
2. Subbagian Keuangan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.
c. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
d. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
e. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
f. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
g. Bidang Riset dan Inovasi, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
h. UPTD; dan
i. Kelompok Jabatan Fungsional.


3. Penambahan Pasal 42A diantara Pasal 42 dan Pasal 43, sehingga 
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42A
Susunan	organisasi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut:
a. Kepala Pelaksana;
b. Sekretariat, membawahkan, 
1. Subbagian Tata Usaha;
c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;





4. Ketentuan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal II
1. Susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak ditetapkannya pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.
2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.



DitetapkandiSumedang
pada tanggal ................. 2024BUPATISUMEDANG,


YUDIA RAMLI

Diundangkan  di  Sumedang pada tanggal...................... 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,
	


Hj. TUTI RUSWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2024 NOMOR.......

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SUMEDANG,


Hj. LILIS KOMALA, SH.,MH. NIP.196703021997032002



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

LAMPIRAN
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI  SUMEDANG NOMOR 153 TAHUN  2021 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  PERANGKAT DAERAH
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BUPATI WAKIL BUPATI


DPRD






SEKRETARIAT DAERAH





STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN,
HUKUM DAN POLITIK
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KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
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KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
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